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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

BUPATI LLWU TIMUR,

. bahwa berdasarkan Undang-Undang MNomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka
Retribusi Pasar merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsl Sebagal Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan
BUPATI LUWU TIMUR



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain
sebagai badan eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,

Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu dibidang Refribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasar adalah Tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu yang terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Lods adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang
dilengkapi langit-langit dan tanpa dilengkapl dinding yang dipergunakan untuk usaha
berjualan.

Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan
dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit yang dipergunakan untuk
usaha berjualan.

Halaman/pelataran pasar adalah tanah yang dikuasal oleh Pemerintah Daerah yang dapat
berupa lapangan/lantai tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal
terbuka/setengah terbuka yang tidak termasuk bangunan lods/kios/jalan, tetapi terdapat
didalam/disekitar pasar atau berada dalam wilayah keramaian pasar dan dapat digunakan
sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan Pemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh grang pribadi dan Badan.

Retribusl Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan
fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ind
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Pungutan Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasllitas pasar.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah bentuk
kartu yang memuat nomor pokok dan identitas lain waijib retribusi daerah yang dikeluarkan
oleh Pejabat yang ditunjuk.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD atau dokumen lain
yang diperssmakan adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
perhitungan-perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan tentang retribusi deerah.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPAORD adalah surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib
retribusi sebagal dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang teutang menurut
Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutniya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumiah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumiah retribusi yang telah ditetapkan.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB
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kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD,
SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib retribusi.

Badan adalah suatu bentuk badan ussha yang meliputi persercan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha millk negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya.

Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data dan atau keterangan lainnya dalan rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat dterang tindak pidana dibidang
retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Refribusi atas pelayanan penyediaan fasliitas pasar yang
dikelolah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, lods,
kios dan bentuk lainnya yang dikelolah Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan
fasilitas pasar.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang
dipergunakan.



BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan
untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, _

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga
pinjaman, operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lods, kios,
halaman/pelataran dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Jenis faslitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas.

(3) Kelas pasar dan kelas jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Klasifikasi Jenis Tarif/M
Klasifikasi Lokasi Bangunan Luas Lokasi (Rp) Jumilah Tarif (Rp)
Pasar Kelas 1 a. Lods
- Kelas I A ZmX4m 2.500,- 20.000,-/bulan
- KelasIB 2mX4m 1.875,- 15.000,-/bulan
b. Kios
- Kelas I A 4mX6m 3.350,- 80.000,-/bulan
- Kelas 1B 4 mX6m 3.125,- 75.000,-fbulan
C. Pelataran
- KelasTA IimX1m - 1.000,-/hari
- Kelas 1B ImX1lm - 500,-/hari
Pasar Kelas I1 a. Lods
- Kelas TT A 2mX4m 1.250,- 10.000,-/bulan
-KelasII B Z2mX4m 1.500,- 7.500,-fbulan
b. Kos
- Kelas 11 A 4mX6m 1.700,- 40.000,-/butan
- KelasII B 4 mX6m 1.500,- 35.000,-/bulan
€. Pelataran
- KelasII A IimX1im - 500,-/hari
- KelasII B IimX1lm - 500,-/hari
Pasal 9

Bangunan-bangunan atau fasilitas bentuk lainnya yang dibangun oleh swasta (pihak ketiga)
yang ada didalam pasar atau sekitar pasar yang mendapat jasa pasar, dikenakan retribusi
harian sebagai berikut :

a. PasarKelas1 Rp. 1.500,-/hari pasar

b. Pasar Kelas II 1.000,-/hari pasar

c. Pasar Kelas II1 500,-/hari pasar
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BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di lokasi tempat penyediaan fasilitas pasar.



BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

(1) Waijib Retribusi wajib mengisi SPTRD dan SPAORD.

(2) SPTRD DAN SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh waijib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD dan SPdORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasar SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi
terutang dengan mnerbitkan SKRD untuk retribusi periodikal atau dokumen lain yang
dipersamakan untuk retribusi non periodikal.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan temyata ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah Retribusi yang terutang,
maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKET untuk retribusi periodikal
dan dokumen lain yang dipersamakan untuk retribusi non periodikal.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

Tata cara pelunasan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 18

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) har sejgk jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib
retribusi wajib melunasi wajib retribusinya yang terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 19

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal Wijib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidak benaran Retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRD dan SKRDKBT diterbitkan, kecuali
apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 20

Bupati dalem jangka paling lama & (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan terssbut dianggap dikabulkan.

BAB XV1
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusl dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.
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Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaul dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lamna 1
(satu) bulan.

Apabila waijib retribusi mempunyal utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi,

Pasal 22

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada
Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.

b. Nomor Pokok Wafib Retribusi Daerah.

¢. Masa retribusi.

d. Besarrtya kelebihan pembayaran.

e. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampalkan secara langsung
atau melalui Pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayet (4), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan refribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk
mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :



(1)

(2)

(1)

(2)

(3

. Diterbitkan surat teguran,
5; Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

Rangsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDAMA
Pasal 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan
Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kall jumlah retribusl yang terutang.

Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencar, mengumpulkan dan menelil keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencarl dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusl Daerah.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi atau badan sshubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen Ilain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukt tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang
Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.

i I"'Iiakr;iunggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau
saksi,

j. Menghentikan penyldikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasll penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pf. BUPA TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

M —

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 14.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, maka sejalan dengan jiwa dan
semangat Otonoml Daerah untuk pembiayaan Pembangunan Daerah bersumber dari
pendapatan asli daerah khususnya berasal dari Retribusi Daerah yang dipungut dan
dikelola secara efektif dan efisen. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum dlarahkan agar tidak menghambat
bahkan seballknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah.

Dalam rangka leblh memantapkan otonomi daerah yang leblh nyata, dinamis,
serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang
bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan
dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusl Daerah
adalah Produk Perundang-Undangan yang memperbaharui sistem pelaksanaan retribusi di
daerah yang mengarah kepada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat
mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah,
sedangkan Peraturan Daerah tersebut diatas belum sepenuhnya menganut sistem
dimaksud.

Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, maka
periu pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan di daerah dengan
menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Pasar,

BENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :  Cukup jelas.

Pasal 2 dan 3 : Fasllitas pasar yang dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan
Daera:: tidak termasuk obyek Retribusl dalam Peraturan
Daerah inl,

Pasal 4 :  Cukup Jelas
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Bayat (1) & (2) :

Yang dimaksud " Jasa Umum” dalam pasal ini adalah fasilitas
yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
umum seperti lods, kios, halaman/pelataran dan bentuk
g&ulahwaymgdapitdlgumanMdan

Selain kriteria dimaksud dalam pasal inl juga termasuk kriteria
untuk mengukur tingkat penggunaan jasa adalah kualitas,
letak fasilitas (jasa) dan kualitas jenis fasilitas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Kriteria untuk menentukan kelas pasar dititikberatkan pada
aspek tingkat keramaian dan jumiah jenis fasilitas (jasa)
yang tersedia.

- Kriteria untuk menentukan kelas jenis fasilitas dititik
tersedmh pada letak strategis kualitas fasilitas (jasa) yang

Cukup Jelas.
- Yang dimaksud sekitar pasar dalam pasal ini adalah
wilwuh (areal) yang mendapat/menikmati keramaian

- Hendapat jasa pasar adalah dalam bentuk pembinaan,
kmanm dan penertiban tempat usaha diluar

paﬂr.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan “pejabat” dalam ayat (1) pasal Ini
I;umn;? pejabat yang ditunjuk karena tugasd pokok dan
nya.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.



